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| Aepolisian di Era Reformasi. Paradigina ini didasari oleh kenyataan babwa - B

.. ﬂ:mber dcgya Eepolisian yang ferbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat
secara -segyang divi. Polisi membutubkan keikulseriaan masyarakat dalam
- pengamanan. Deugan arah babwa (1) masyarakat sebagai pribadi manpun
kelompok harus manipn wiengamankan dirinya (2) masyarakat barus sadar
dan taat bukum dan; (3) masyarakat harus berant dan siap bertempur menolak
,égabm‘arz (PPITK: 2003). Dalaw paradigma barn ini ditentukan oleh
N kedekatan polisi pada masyarakat, yang merupakan syarat utawma Reberbasilan.
Sinergi antara inisiarif measyarakat dan dukungan polisi merupakan kekuatan
. dan sarana pokok upaya mencegah kejabatan. Okl karena ity memulibkan
kepercayaan masyarakat terbadap kepolisian adalab prasyaral ferciplanya
sinergistas antara polisi dan masyarakar dalam: menciplakan keamanan dan

Letertibab sosial

. Kata kunci -
Paradigma, compnnity policing, polics adwinistration, Unit reaksi cepat, Babinsa, Binkantibmas,
Hankamrata. pelayanan publik, kepercayaau (trust).

Paradigina community policing ketertiban masyarakat. Orlando

mengkoreksi paradigma posice
administration yang mendudukkan
polisi pada posisi dominan dalam
penyelenggaraan keamanan dan

Winfield Wilson, guru besar
kriminologi dari University of
Caiffornia di Berkeley dalam bukunya
“police administration” adalah peletak

* Tenagn Pengajar pada Perguraai Tinggd Lmuw Kepolisian di Jakarta.




L mana;emen modern Lepohslan

yang mencrutamakan sistem patroli.

' Unit reaksi cepat, ]amcran komuni-
kasi, panggilan polisi’ dengan'--’

telepon khusus serta sistem
pengendali operasi. terpadu.
Winfield Wilson mengembanglan

~unit-unit kecil yang terdiri atas
- tiga sampai empat aparatur yang

- ~disebut small effective force yang

bekerja secara represif.. Masa -

keemasan metode O.W. Wilson
-ini adalah tahun .1960-an dan
- menutun terus, karena sistem dan
metoda opetasional Wilson tfidak

ditingkatkan secara signifikan.

Teori Wilson ch AS disebut sebagai
paradlgma konvensional yang
benat-benar pudar di awal 1970-an
sej zi_lan dengan lahirnya paradigma
baru yang disebut “community
policing” (Ronny dan Max; 2003).
Inti dart paradigma baru ini
menitikberatkan pada upaya
pencegahan sedang paradigma
larna menomorsatukan penindakan
(represif). Upaya tersebut dilaku-
kan dengan ketjasama antara Polisi
dengan komunitas masyarakat
setempat dalam pencegahan tindak
kejahatan.

Ada beberapa keuntungan
Polisi melibatkan masyarakat
setempat dalam pelaksanaan
tugasnya, yaitu:

1.. Warga komunitas akan mem~"
5 beuhqn ixotmtmen yang Ieblh
“besar. |
- Kéfriimitas mengetahui per-
masalaban yang dihadapi_
“warganya secata lebih men-
dalam. '

Gy

‘Komimitas lebih mampu
meinberikan penyelesman
“ yang lebih mendasar.

4. Lembaga non-komunitas 1eb1h
bersifat menjual jasa sementara
komunitas memberi perhatian.

5. Pelayanan komunitas Ieb,{h
murah.

6. Komunitas lebih mampu
melihat potensi yang dimiliki
oleh setiap warganya ( Ronny
dan Max, 2003).

Paradigma commnnity po}’icz‘fzg
sebenantya telah dilaksanakan oleh
Polri sejak lama, namun Poli ddak
memberi perhatian yang serlus
kepada strategi penciptaan kam-
tibmas yang berbasiskan komuni-
tas, vang salah satunya berbentuk
sistem keamanan keliling. Walau
Siskamtibmas Swakarsa sudah
dicanangkan sebagal strategi Polri,
narnun - tidak terlihat upaya yang

cukup serius seperti halnya
pembinaan URC.

Orientasi pembanguaan polisi
yang menekankan pada Unic




'R&aks; Cepat (URC) teiah me;
- rmunculkan polisi yangbemnentasf'
: .-_ke kesatuan dan bukan ke kewila-

_ "yahan Pohszwpohﬂ ini bextugas di
| suatu wilayah bukan karena ia’

mengetahm bahwa mlayah tezsebut

. : meiakukan' %aalim Pohsrpoksmu'_

juga mampu %Jcnugas tanpa peﬂu

"mengenai seorang pun warga

setempat, schingga pohsa. x:ampak |

sebagai makhluk asing yang tidak
-~ dikenal’ c‘#.engan baik oleh warga
Kepolisian lebih banyak. memger-
kuat unit-unit taktis yang sxfatnya
memecahkan masalah namun jauh
dari masyarakat, keambaﬂg tetap
menjalankan konsep pemohsmn
komumtas A

Unit Reaksi- Cepat : Mende-
misfikasikan Pﬂhsn dan Masya-
takatnya

Unit R_e_ak51 .Ct:pat (URC) secaﬁ:a
konsepsional tidak dibentuk
menjadi semacam guik response anit

yang senantiasa ditintut mencatat .

response lime sesingkat-singkatnya
tethitung setelah diterimanya
laporan dart masyarakat. Di
negara-negara dengan kepolisian
yang canggih, lima menit adalah
waktu yang dijanjikan oleh unit
semacam ini guna mencapail

Tempat Ke;admn Perkara (TKP)
Dalam waktu sependek itu, amat
mur_igldn_ terjadi ti_ndak 'kcjahataﬁ.'
yang dilaporkan justru masih =
tengah berlangsung saat ?011513’{-.'_:
datang Sehingga, polisi dapat. -

S zawan macetatau rawan ke;ahatan, segera meiakukan andakan pen_-_z_"::'_i_'__ e
'cegahan maupun penangkapan_:_

‘tethadap pelaku. ©

“Cepat” yang dimaksud oleh:'_:":-:i

- URC adm i«.ecepatan mengetahm S

sesegera mungkin menangkap:_ '
pelakunya. Kerja sama yang |
dilakukan berbagai unit ketja dalam -

: kepohsmn yang praktis. dlm_ulai_':

sejak saat pembentangan “garis
polisi™ (police fine) di TKP. Ketiga, =~
URC ternyata memiliki fungsi

- public relations bagi polisi. Adalah =
- menarik karena selain memi!iki__

tujuan dati segi penyelidikan dan
penyidikan, secara jelas URC
dikatakan juga memiliki elemen
pelayanan masyarakat. Kehadiran
URC telah mampu mengundang '.
daya tatik dan opini masyarakat. ~
Di Indonesia lebih berfungsi
mengurusi kerepotan yang runcul
pasca kejahatan daripada melaku-
kan tindakan cepat. Kecilnya dana
operasional adalah kendala utama
guna memberlakukan URC sebagai
unit yang dapat berada di mana-
mana secara scketika. Demikian
pula, kurangnya personel serta




. .keterbatasan jumlah kendaraan
_oper351 adalah faktor-faktor lain
' yangmenghalangl poh&meiakul«.an

tugas prevensi atau. mencegah_

ter}admya ke}ahatan R
Mengmgat keterbatasan

_.tersebut maka Poim terlihat .

'melakukan pemibhan kebl]akam
“Lebih baik datang terlambat
"_dampada tidak sama sekali?,
- nampaknya mcmpakan s&ap polisi
guna mengakomodir antara
keterbatasan polisi dan kebatuhan
' mengungkap kasus selekas-
lekasnya. \Xfalau kehadlran pasca-
kejadian membuat polisi harus
bekerja relatif lebih keras, namun
dengan kemampuan pengelolaan
TKP yang baik maka muncul sikap
kedua yakni “Lebih baik bisa
mengungkap kejahatan walau
datang terlambat”.
Implementasi URC sedikit
banyak telah mengakibatkan
terjadinya proses pendemisfikasian
Polisi dari kehidupan masyarakat.
URC dirancang menciptakan polisi
yang mampu menindak kejahatan
bukan mencegah kejahatan. URC
lebih ditekankan pada Polisi
profesional yang mampu mena-
ngani kejahatan secara cepat yang
beketja pada wilayah kesatuanaya,
Seorang anggota Polisi ddak perlu
mengenal kondisi sosial budaya
masyarakat setempat dengan baik

katena yang dibutuhkan adal_ab;f :

kemampuan profesionalnya..

Upaya pencegahan tmciak-;
kejahatan yang dilakukan bukan.
melibatkan masyarakat secara akdif.
tetapi lebih menekankan pada -
pekerjaan-pekerjaan patroli keliling
kota. Masyarakat dipandang bukan
sebagai subjek yang batus disjak
kerjasama dalam pencegahan
kejahatan, tetapi dianggap hanya
sckedar objek yang tidak tahu
menahu tentang tugas Polisi.
mencegah kejahatan. Kalaupun:
masyarakat setempat dilibatkan,
maka partisipasi mereka sangat-

kecil dan kurang menjadi bagian
integral dari implementasi pro-

gram-program pencegahan ke- -

jahatan. Hubungan antara polisi
dengan masyarakat semakin
tenggang karena sikap polisi yang
arogan dan kurang mampu terlibat
menjadi fasilitator masyarakat
dalam rangka pencegahan keja-
hatan (Ronny dan Max, 2003).

Dominasi Peran Polisi dalam

Masyarakat : Kegagalan Imple-

mentasi Community Policing

Salah satu penyebab kegagalan
implementasi commsnity policing yang
dilakukan Polsi adalah dominasi
peran polisi dalam masyarakat yang
pada masa Orde Baru dilakukan




T '-'-d'aia'm ' sisteﬁa" ‘Hamkamzrata.

. Kehadiran polisj terlihat pada
; meiembaganya intervensi Sistern
‘Hankamrata. Semua elemen

 masyatakat lokal dilibatkan dalam

pemeliharaan keamanan dan
pertahanan di wilayah masing-

 ‘masing di bawah “pembinaan”-

-';pOhSl dan tentaa.: Pembentukan

“Babinsa, Blnkanubmas Hansip.
Kamra maupun sikamling merupa-
kan perwujudan dari sistem
Hankamtata.

. Intervensi Hankamrata telah
membentuk pola hubungan antara
masyarakat dan polisi di dalam
mengelola masalah keamanan dan
pola ketergantungan masyarakat
terhadap polisi di bidang keamanan
dan politik serta ekonomi. Di sini
polisi ‘menjadi banyak terlibat
dalam menangani masalah ke-
amanan di desa. Dalam kesadaran
semu warga masyarakat, polisi
tidak berbeda jenis profesinya,
tetapi hanya berbeda tingkat Polisi
menangani masalah keamanan yang
bersifat mikro misalnya masalah
kriminal kecil, sedangkan tentara
menangani keamanan yang bersifat
makro, misalnya keributan massa
yang dapat membahayakan stabili-
tas sosial-politik di desa (Robert;
1996).

~ Polsek kerap melakukan pem-
binaan terhadap Siskamling untuk

‘meninglatkan pengetahuan dan
-keterampilan warga di bidang L
keamanan. Adapun, Koramil dan -

Babinsa banyak berurusan dengan
upaya mewaspadai kelompok yang
membahayakan negara seperti para

bekas anggota PKI. Pembinaan - -

militet/tentasa terhadap warga
desa dalam menangani keamanan
betdampak pada melemahnya
otonomi meteka dalam menangani
masalah yang dapat diselesaikan
dalam level komunitas. Tentara
atau polisi mempunyai kecende-
rungan untuk membawa setiap
penyelesaian masalah keamanan
dengan melibatkan mereka.
Padahal secara adat, masalah ite
dapat diselesaikan oleh lembaga
komunitas melalui forum musya-
warah damai. '
Belakangan ini kontrol polisi
disadart oleh masyarakat sebagai
suatu bentuk eksploitasi karena
biaya penyelesaian menjadi mahal
dan berlarut-larat. Oleh karena itu,
masyarakat lebih suka mengguna- -
kean institusi lokal seperti iembaga
RT, dukuh atan desa untuk
menyelesaikan konflik internal antar
warga. Pilithan ini diarabil lebih
dahulu dan jika gagal maka baru
diserahkan kepada polisi. Lembaga
komunitas itu dipilih karena
didasarkan pada pengalaman
bahwa kalau masalah itu dibawa ke




. polisi maka pihak-pihak yang

f'f_-_%:é:ﬁiséﬁgk’eta justtu menanggung

_ blaya SOSlal daﬂ ﬁk{)n@m}. }raﬂg

| ----Dalam Excﬁang ekonoml
i masyamkat mempunyai ketakutan
.. untuk: mcngontrol polisi yang

" melakukan bisnis (legal seperti

g ':-::mehndungl perjudian dan ikt
- terlibat dalam pencutian. kayu di
_hutan. Kehadiran polisi dalam

- bisnis seperti itu menjadikan -

~mereka tidak populer di masya-
rakat. Sementara itu, masyarakat
'mempunyai pendekatan tersendini
terhadap warga sipil guna men-
cegah dan menghukum praktik
perjudian. Resistensi masyarakat
tethadap ulah polisi seracam itu
hanya mempergunjingkannya.
Mereka masih mengangoap bahwa
perbuatan tentara atau polisi itu
 bersifat individual, bukan terlem-
baga yang terkait dengan milireri-
sasi (Muhtar; 1989).
~ Terkait dengan supremasi
polisi yang dapat menggunakan
_pengruhnya dalam menangani
‘masalah keamanan, umumnya
warga masyarakat takut untuk
berurusan dengan mereka. Akan
tetapi, segelintit warga ikut
memanfaatkan kehadiran mereka
itu. Di sini polisi diharapkan dapat
bertindak seperti jawatra yang
berjasa bagi kliennya yang meng-

hadapi masalah dengan plhak
pejabat atau orang kuat yang ber-

backing polisi. Cleh karena itu,

kehadiran mereka bisa dlanggap_'
sebagai suatu yang positf ketika
masyarakat secara tidak sadar

mereka hidup dalam kuoltur.

petbanditan yang dlrcproduk&;i
oleh praktik militerisasi itu sendiri.

Sebagai pihak yang m_c_g-'
jalankan tugas dengan protesional.
Ketika menyimak kehadiran polisi
dalam kehidupan sehari-hati,

_masyarzkat cenderung metihatnya

sebagai individu kurang baik.
Kesadaran kritis masyarakat ba_m
tumbuh ketika melihat dampak dan
ptaktik militerisasi yang secara
nyata menyentuh persoalan
moralitas ekonomi. Kerasnya
kehidupan ekonomi menjadikan
mereka sangat sensitif berbicara
tentang keadilan dan kekuasaan
ekonomi. Orang pun tidak bisa
menutupi kejahatan ekonomi di
dengan sekedar berbungkus
dengan omongan ketika banyak
orang menyaksikannya (Koenarto,
1997).

Militerisasi bersama-sama
dengan pembangunanisasi pada
masa Orde Baru telah meng-
hegemoni semua elemen-elemen
masyarakat desa. Di desa, militeri-
sasi merupakan praktik pendis-
plinan terhadap semua elemen




B masyarakat unmkmndukdan patuh -
- tethadap penguasa. Ketundukan
odan kcpamhan akan, mendapatkan .
- ganjaran, sebaliknya pembangkang
: ""_f.:akan mendapatkan hukuman_; .

. dengan’ pendekatan kekerasan.
i --;::Ketundukan dan kcpatuhan akan'-'---'-

| "_:--"'3.'-_-1‘.uat pada kelompok yang men-
. dapat keuntungan material dan’

- non-matetial dari militerisasi yang.

o membawa misi-misi pembangunan '

dcngan men;aga stabzhtas sosial-
"pohtik (Harold 1988)

&pausme Masyarakat Benmk

Keudakpercayaan Masyamkat _

terhadap Polisi

ALSl kekerasan massa, undak
kriminalitas serta diskriminas:
pelayanan publik, asal-usulnya bisa
diruntut dati kurang tanggapnya
aparat keamanan teritorial ter-
hadap berbagai masalah keamanan
yang terjadi dalam masyarakat.
Tuna profesional dari polisi
setidaknya nampak dari dua
fenomena.

Pertama, aparat keamanan
seringkali terlibat dalam transaksi
jasa keamanan, seperti menjadi
backing dalam tindakan keiminalitas
(perjudian). Kedua, masyarakat
jarang rnelihat adanya patroli
aparat keamanan sehingga kedua
institusi keamanan tersebut nampak

nyata mengabmkan kewa;tban yang e
paling elementer dalam memberi- -
kan rasa aman pada masyarakatﬂ:::
| (PSKP UGM - Mabes Pold; 2000). -
Selama ini penjelasan terhadap
keiemhan profeslonahtas institusi
Polisi: dalam masyarakat selalu. .
‘diletakkan-pada- tiga sumber
: ;awaban Pertama yzutﬁ bersumber e
pada kekuarangan jumlah pessonil ©
dan peralatan. Kekurangan jumiab ...
personl dipandang sebagai ham- .

batan utama untuk ‘menegakkan

profesionalitas polisi. Kedua.
sehagai kosekuensi terbatasnya
personil maka persoalan keamanan -
dilimpahkan menjadi persoalann.
masyarakat banyak. Sehingga tidak
aneh kemudian keamanan ling-.
kungan desz ditempatkan sebagai
tanggungjawab bersama. Misalnya. .

pencurian yang terjadi di desa
bukan lagi dianggap sebagai
tanggungjawab yang melekat dari
tugas polisi melainkan disebutkan
sebagai akibat dari tidak besjalan-
nya Siskamling dalam masyarakat

Ketiga selalu melekat pada logtka
oknum. Setiap petilaku apatat yang -

tidak profesional dengan melaku-
kan bisnis keamanan dipandang
sebagai tindakan individual
sehingga bukan menjadi tanggung-
jawab institusi. Logika oknum ini
kemudian diikud oleh perlakuan
hukum yang berbeda antara sipil




:_; _ dan rmhter Itu terhhat dari a.n; uran -

pada masyarakat untuk -lebih

" ._'memﬂih meiaporl«,an tindakan
- aparat tersebut pada atasannya

bukannya menangkap aparat

. tersebut: seperti biasanya berlaku
. pada ‘kalangan sipil. Kondisi ini-
' berlangsung lama sehingga lambat

laun mengambathan apatﬁ.sme

- masyarakat terhadap Babinkamtib-
mas:sebagai elemen Pold pelaku

utama Cozminity Policing.

- Menurunnya kredibilitas
tentara dan polisi tentu saja
menimbulkan implikasi yang cukup
serius dalam masyarakat. Salah
satu implikasinya adalah kehadiran
berbagai bentuk lembaga keaman-
an swakarsa, seperti Front Jihad,
Banser, Satgas dan Pecalang di Bali
Lembaga-lembaga tersebutlah
vang kemudian menjalankan
penegakan hukum melalu aksi
massa sepihak karena aparat
keamanan dianggap tidak mampu
berfungsi seperti mana mestinya.

Reaksi terhadap kurang
tanggapnya aparat keamanan oleh
masyarakat dieskpresikan melalui
berbagai bentuk. Pertama, ke-
inginan membentuk lembaga
independen yang diambil dari
domain masyarakat untuk menga-
wasi, mengontrol memberi

masukan, mengevaluasi termasuk
menyadarkan masyarakat dalam

berbagai hal yang menyangkut.
keamanan - desa. Kehadiran
lembaga independen tersebutj
dihatapkan melepaskan ketergan-
tungan masyarakat desa pada
aparat keamanan dalam mengye- .

1cszukan segala persoalan. kemamm .

~Selain -muncul ide pem-
be_ntukan lembaga m_cicpende_r_x_ :
dalam dialog juga terlintas
pemikiran untuk membangun'_
sebuah sistem hukum yang ber- -
wibawa pada tngkat desa. Sa_iah'
satunya bisa dilakukan dengan
menciptakan lembaga pengadilan
desa.  Lembaga pengadilan
dipandang sebagai altrenatif
disamping karena lambannya
proses penanganan tindak ktimi-
nalitas oleh keamanan melainkan
juga untuk mencegah tindak:
kekerasan oleh pengadilan massa.
Dengan Pengadilan Desa juga bisa
diwujudkan “kewibawaan desa”
yang sudah lama meluntur terutama
selama berkuasanya rejim Orde
Baru. Dan yang terakhir, masya-
rakat melihat urgensi agenda
pendidikan rohani untuk mengatasi
masalah keamanan yang terjadi
pada level desa.

Kehendak mewujudkan demo-
kratisasi dan kemandirian desa
dalam pengelolaan keamanan
justru dimulai dan upaya melaku-
kan kontrol terhadap institusi




'keamanan teritorial. Karena polisi

- yang ddaarapkan memiliki komit-

mendalam pengeiolaan keamanan

.' " dan ketestiban masyarakat tidak

: mendapatkan kepercayaan masya-
rakat :secara. penuh bahkan
. masyamkat menaruh apatisme dan

;menuduh p01131 sebagai oknum

- yang ]usttu membuat situasi kurang

'__.nyarnan dan aman.

- Hatapan agar Polti segera
berbenah diri guna meningkatkan
kepercayaan publik terhadap
instilusi Polri juga semakin suram
bila melihat kinetjanya di bidang
penegakan hukum, khususnya pada
praktek-praktek penanganan
perkara. Pelanggatan HAM tidak

kunjung betkurang, Penyiksaan dan

bentuk-bentuk aksi kekerasan lain
terhadap tersangka masih saja
digunakan sebagai cara-cara
penyidikan.

Harus dikatakan bahwa sampai
saat ini reformasi Polri masih
sebatas cita-cita yang tdak jelas
kapan terealisasikan. Hambatan
demi hambatan muncul dari
seluruh lini, baik dari luar seperti
TNI, Pemerintah dan elit politik
maupun dari dalam tubuh Polri
sendiri sebagaimana telah di-
gambarkan di atas. Berdasarkan
fakta-fakta tersebut dan dalam
rangka mendorong proses pelak-
sanaan reformasi di tubuh Pold,

sehingga perlu diupayakan bebe- ..
rapa langkah sebagai berikut : '

1. Perlu dilaksanakanaya pro;-_ :

gram validasi guna menghin- .-

" dati inefisiensi dan inefektifitas.
- berkepanjangan yang nyata-
. nyata berdampak buruk ter- .

hadap proses reformasi Polri.

2. 'Kekonsmtenan Polri di dalam -

melaksanakan seluruh pasal
yang terdapat di dalam
Undang-Undang No. 2 tahun
2002 tentang Polri, Peraturan
Pemerintah dan Keputusan
Presiden yang terkait dengan
undang-undang tersebut,
termasuk penerapan PP No. 3
tahun 2003 tentang pelaksana-
¢ an teknis institusional peradilar:
umum bagi anggota Polri.

3. Kekonsistenan Pimpinan Polri
memperketat pengawasan
terhadap praktek-praktek
pelanggaran hukum oleh
aparatnya dan menidak tegas
para pelakunya sesuai dengan
ketentuan hukum sipil yang
berlaku.

Memulihkan Kepercayaan
Masyarakat : Langkah Awal
Mewujudkan Community
Policing '

Memegang Prinsip Pembangunan
Berbasis pada Komunitas adalah




' . pennng bagi* Poln dalam mngka
- mewujudkan paradigma community

o policing. Prinsip pembangunan
RN _'-'_"_komumtas tersebut adalah kepet-
. cayaan (irust) pubh,lx terhadap Polsi.

| ~ Upaya mernulihkan kepercayaan

S _ -masyarakat tersebut dapat dﬂakuu_ _
st kan dengan bcberapa upaya..

T - Pertama, memperbmkl mutu
| pelayanan publik. Ttikad Polisi

. -untuk meningkatkan pelayanan

- .ha;:us dlwu]udkan dalam 51kap dan
'petﬂaku nyata para pegawainya.

~Untuk itu perlu diprioritaskan

| 'pendidlkan/ pelatihan para Polisi
teratama yang langsung bernteraksi
dengan. masyaiakat agar mampu
bersikap dan bertindak secara
pmfesmnal serta menjalankan
azas-azas pelayanan prima. Melalui
perubahan sikap dan mutu
pelayanan dari aparat di ujung
tombak ini, kepercayaan pada Polisi
diharapkan dapat dipulihkan dalam
waktu relatif cepat.
 Kedua, di samping adanya
perubahan sikap dalam pelayanan
juga diperlukan suatu pengem-
bangan pusat-pusat pelayanan yang
lebih menyebar di berbagai tempat.
Agenda peningkatan pelayanan
publik yang berikutnya adalah

mengembangkan pr1ns1p—pnns1pj: o

dan mekanisme pengawasan sosial
dan tanggung gugat bagi apamt"
polisi yang pada masa Orde Baru
tidak pernah dikembangkan.
Mekanisme terzsebut pexiu di

_sosialisasikan bukan saja pada_"j'_

masvyarakat tetapi juga pada Polisi
itu sendiri. Intinya dalam iangkah': .
ini perlu perubahan pola pikir
(mind-sets) dan pola tindak agar
Polisi berubah dari Polisi yang
berlaku seperti atasan yang bersifat
kaku dan atogan menjadi pelayan
publik (pubiic servant) (Agus; 2003),
Upaya tersebut adalah ‘me-
rupakan prasyarat untuk pemulihan
kepercayazn yang telah merosotdi
masyarakat kepada polisi. Oleh
karena itu tindakan-tindakan
tersebut perlu memperoleh prio-
ritas. Namun perfu diingat bahwa
tindakan-tidakan tersebut tidak
boleh bersifat sementara, karena
bila demikian kepercayaan yang
telah pulih akan dapat merosot
kembali. Seperti terjadinya kasus
bentrok mahasiswa Universitas
Muslim Indonesia dengan polisi
yang secara cepat menurunkan
kembali kepercayaan masyarakat
pada polisi hingga titik terendah.
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Magzarméat atas Pa/ﬁ:a:
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I}zzgkm‘ /’eg;abzzz‘aﬂ  yang serakin mem;ggféaf i bﬂg»éyﬂgan kita meanntut mﬁmmﬂ
dalam kegiaian pefpa!maﬂ Tndonesia. Reformasi yang pa/mg prméz‘zs dan g?z;éz f '
adalab pembaharuan /éeozaz‘aﬁ perpo/z:zafz yang secara konvensional menjadi
kegiatan pe:pofzssz yang lebih modern dengan melibatkan selurab lapisan|
ffza{yam/eat secara efekiif dan ¢fisien, yang dikenal dengan Perpo!zszaﬂ

Kata Kunei:

K:zfa_ Eun: Ke.éqya;m Alami- Kefahatan- Linglaungan Hidyp, Konsorvasi

A, Latar Belakang

“Waktu ttu saya ditodong di bis,
saatitu saya sudah teriak-teriak
minta tolong, Tapi semua
penumpang hanya menonton saja
tidak ada yang mau membantal”

Kalimat di atas muncul dati
seorang warga jakarta yang
memberikan ilustrasi, betapa
kejahatan begitu  akrab di
lingkungan kita dan polisi dianggap
tidak bisa untuk selalu siap siaga
melindungi masyarakat. Sebaliknya

! Penulis adalah Pengajar PTIK - Jakarta

malah masyarakat itu sendirilah
diminta bahu mambahu mencipta-
kan keamanan bagi diri mereka
sendiri. Hasil studi organisasi
kepolisian di negara-negara barat
menyebutkan bahwa kegiatan
perpolisian konvensional, mesii-
pun diperlukan tidak cukup efektf
memberantas kejahatan. QOleh
karena itulah perlunya dibentuk
kemitraan polisi dengan masyarakat
untuk memberantas kejahatan, yang
dikenal dengan kegiatan pez-
polisian masyarakat atau disingkat
polmas.




